
YOGYA (KR) - Komisi III DPR RI me-

minta masukan terkait Rancanan

Undang-Undang (RUU) Hukum Acara

Perdata ke Kejati, Polda dan Pengadilan

Tinggi DIY, Kamis (8/9) di Kantor Kejati

DIY. Salah masukan yang diterima oleh

Komisi III DPR RI adalah diminta men-

cantumkan pasal arbitrasi (cara penyele-

saian masalah di luar pengadilan)  dalam

RUU Hukum Acara Perdata. 

"Dalam draf itu, pemerintah meman-

dang mengenai arbitrasi tidak perlu dima-

sukkan. Tapi kalau usulan teman-teman

kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, pa-

sal arbitrasi perlu dicantumkan," kata

Ketua Komisi III Ir Bambang Wuryanto

MBA usai melakukan kunjungan kerja

legislasi ke Kejati DIY. 

Menurutnya, kunjungan tersebut sa-

ngat penting dilakukan dengan tujuan

meminta masukan dari pihak kejaksaan,

kepolisian dan pengadilan. Mengingat

ketiganya merupakan institusi yang akan

memakai RUU Hukum Acara Perdata. 

"Mereka yang nanti memakai RUU

Hukum Acara Perdata. Jadi kami rasa

perlu minta masukan dari mereka. Ter-

masuk masukan dari UGM," terangnya. 

Tentang target pembahasan RUU Hu-

kum Acara Perdata, Bambang mengaku

tak terpaku  waktu untuk menyelesaikan

RUU Hukum Acara Perdata. Namun, pi-

haknya menegaskan,  RUU harus segera

diselesaikan. "Kami tidak menarget wak-

tunya kapan. Tapi kami  berupaya segera

menyelesaikan," tegasnya. 

Sedangkan Kajati DIY Katharina En-

dang Sarwestri SH MH mengatakan, da-

lam pertemuan itu memberikan masukan

penguatan tentang peran Jaksa Penga-

cara Negara (JPN). Mengingat peran JPN

ini untuk menjaga wibawa negara jika ada

gugatan.  "Jika negara digugat, JPN maju

menghadapi gugatan. Oleh karena itu,

peran JPN ini harus lebih diperkuat,"

ujarnya. (Sni)-d

YOGYA (KR) - Digitali-

sasi produk dan layanan

menjadi fokus utama Bank

BPD DIY dalam rencana

strategis jangka panjang

perseroan. Perkembangan

teknologi informasi yang

kian pesat mendorong

Bank BPD DIY untuk te-

rus melakukan inovasi gu-

na memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam ber-

transaksi maupun kebu-

tuhan layanan perbankan

lainnya yang cepat, aman

dan akuntabel. 

Dalam menjalankan bis-

nis Bank BPD DIY harus

didukung sistem teknologi

informasi yang mumpuni,

sehingga proses bisnis dan

layanan dapat berjalan

efektif, efisien dan aman.

"Kami baru saja menyele-

saikan penyusunan IT

Strategic Plan 2023-2027,

agar proses transformasi

digital Bank BPD DIY ber-

jalan lebih terarah, ter-

ukur dan adaptable sesuai

perkembangan dan kebu-

tuhan pasar maupun bis-

nis," kata Direktur Utama

Bank BPD DIY Santoso

Rohmad, Kamis (8/9).

Menurut Santoso, Bank

BPD DIY akan mengem-

bangkan delivery channel

untuk mendukung digital-

isasi layanan yang inovatif,

kolaboratif dan customer

centric. Hal itu akan diwu-

judkan melalui kerja sama

kemitraan dalam bidang

teknologi informasi baik

dengan lembaga keuangan

bank maupun nonbank.

Harapannya akan mampu

memberikan kemudahan,

kenyamanan, kecepatan,

dan keamanan transaksi

keuangan perbankan un-

tuk nasabah individu mau-

pun korporasi.         (Ria)-d
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BELUM ADA DI RUU HUKUM ACARA PERDATA

Pasal Arbitrasi Diminta Dicantumkan

Transformasi Digital, Fokus Utama Bank BPD DIY

KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI

34 Pemprov Dukung Deklarasi Jogja 

AGENDA G20 DI BOROBUDUR

Membawa Pesan Budaya Menyatukan Dunia

"Deklarasi Jogja sebagai upaya

mengoptimalkan program prioritas

pemerintah dalam meningkatkan

kualitas demokrasi," tutur Deputi

VII Kemenkopolhukam RI, Marsda

TNI Arief Mustofa kepada wartawan

usai penandatanganan deklarasi.

Kemenkopolhukam RI berkolabo-

rasi dengan Komisi Informasi Pusat

sebagai penyelenggara berkomitmen

terus meningkatkan kualitas demo-

krasi di Indonesia. "Salah satunya

dengan meningkatkan Keterbukaan

Informasi Publik. Kalau Pemilu dan

Pemilihan Serentak itu mekanisme

yang sudah ada untuk seleksi pe-

mimpin. Tetapi, modal dasarnya de-

ngan Keterbukaan Informasi Publik

wajib hukumnya. Pemerintah memi-

liki program prioritas nasional dalam

RPJMN di antaranya berupa Indeks

Keterbukaan Informasi Publik,"

tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi

Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha

mengapresiasi Kemenkopolhukam

RI atas penyelenggaraan Deklarasi

Jogja sebab peran kepala daerah dan

pemerintah daerah sangat strategis,

"Agenda keterbukaan informasi pu-

blik hanya bisa optimal kalau  memi-

liki kepala daerah, pemerintah da-

erah yang berkomitmen pada Keter-

bukaan Informasi Publik. Hadirnya

Deklarasi Jogja ini adalah langkah

monumental. Titik tolak perjalanan

panjang dengan cita-cita konsolidasi

demokrasi yang kian berkualitas," je-

lasnya.

Arya menyatakan pemilihan Yogya

sebagai tempat deklarasi juga menja-

di modal diplomasi, "Dunia perlu

tahu bahwa positioning demokrasi

Indonesia memiliki keunikan dalam

pendekatan keterbukaan informasi

publik diantara negara-negara demo-

krasi dunia," paparnya.

Hal ini terlihat dari sambutan

Gubernur DIY Sri  Sultan HB X yang

menegaskan  demokrasi Pancasila

dan demokrasi NKRI juga menjadi

komitmen Daerah Istimewa Yogya-

karta. "Yang mungkin dipersepsi du-

nia sulit menemukan model kerajaan

yang berkelindan dengan demokrasi,

apalagi komitmen keterbukaan infor-

masi publik," jelas Arya.         (Vin)-d

MAGELANG (KR) -

Agenda G20 di bidang ke-

budayaan yang diselengga-

rakan di Indonesia meru-

pakan agenda tahun keti-

ga. Sejak G20 berdiri 1999,

isu kebudayaan belum per-

nah ada yang berbicara

mengenai kebudayaan. Se-

mua berbicara tentang eko-

nomi. Sekitar tahun 2020

di Saudi Arabia ada pemi-

kiran, kalau bisa, dan mes-

tinya bisa, kebudayaan

akan menjadi tulang pung-

gung untuk pembangunan

ke depan.

Demikian antara lain di-

katakan Koordinator G20

Bidang Kebudayaan Anan-

to Kusuma Seta di Borobu-

dur, Magelang, Kamis (8/9).

Dikatakan, selama ini pen-

dekatan G20 cenderung

teknologi dan ekonomi. Se-

telah pertemuan di Saudi

Arabia, dilanjutkan perte-

muan di Italia tahun 2021,

dan ada kesepakatan kebu-

dayaan harus menjadi tu-

lang punggung bagi penye-

lesaian masalah-masalah

global. "Nah pesan dari

Itali itu kita tangkap,

Indonesia sebagai negara

ketiga yang menjadi tuan

rumah G20 di bidang kebu-

dayaan," katanya. 

Puncak acara dilaksana-

kan di kawasan Borobudur,

12-13 September 2022

mendatang. Sebelumnya

ada serangkaian acara ter-

masuk kegiatan di Balai

Ekonomi Desa (Balkondes)

Karangrejo, Borobudur.

Kegiatan 12 September

diawali kirab di Borobudur.

Pada saat bersamaan ada

pertemuan para petinggi

setingkat direktur jenderal.

Juga dilakukan penanam-

an pohon di area Kenari

Borobudur sebagai tanda

negara-negara G20 yang

mayoritas ekonominya be-

sar, meletakkan tanaman

sebagai simbol komitmen

untuk menghijaukan dunia

di Borobudur. 

Malamnya digelar orkes-

tra di Borobudur melibat-

kan musisi 20 negara, anak

muda di bawah 30 tahun.

Dari sisi gender, 50 persen

perempuan dan 50 persen

laki-laki. Konduktornya

perempuan, dan ini belum

pernah ada, dengan pesan

Budaya Menyatukan Du-

nia. Diharapkan orkestra

yang diinisiasi Indonesia

ini menjadi tradisi G20 se-

lanjutnya.                  (Tha)-f

KR-M Thoha

Ananto Kusuma Seta

KR-Istimewa

Bank BPD DIY terus berinovasi guna memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi mau-

pun kebutuhan layanan perbankan.

YOGYA (KR) - Menyatakan komitmen mendukung
agenda keterbukaan informasi publik, total 34 Pemerintah
Provinsi (Pemprov) se-Indonesia menandatangani Dekla-
rasi Jogja untuk Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (8/9)
di Kasultanan Ballroom Royal Ambarrukmo Hotel Yogya.
Penandatanganan juga dilakukan Kemenkopolhukam,
Kemendagri, Kemenkominfo, dan Komisi Informasi Pusat.


